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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan non hukum untuk
membentuk budaya hukuk anti politik uang pada pemilu 2024 di Kabupaten Agam.
Praktik politik uang selalu menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Dibutuhkan
pendekatan baru agar praktik ini bisa hilang yaitu membentuk budaya hukum
masayarakat. Riset ini menggunakan jenis penelitian empiris, menggunakan data primer
serta dianalisis secara kualitatif. Riset ini menemukan bahwa dalam menanggulangi
tindakan money politic tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan penal yang bersifat
represif, perlu adanya penguatan terhadap pendekatan non penal yang bersifat preventif,
sehingga masyarakat akan sadar dan peduli mengenai pentingnya hidup berdemokrasi
tanpa adanya tindakan money politic yang melanggar hukum formil di Indonesia. Tim
kawal pemilu bersih merupakan salah satu gerakan untuk membentuk budaya anti politik
uang dimasyarakat. Kendala yang dihadapi tertuju pada persoalan keterbatasan waktu,
biaya, SDM, serta terjadinya pola pergeseran modus politik uang pada pemilu 2024.
Kata kunci: kebijakan non hukum; budaya hukum ; politik uang.

Abstract
This study aims to determine the implementation of non-legal policies to form a legal
culture -of anti-money politics in the 2024 elections in Agam Regency. The practice of
money politics has always been a problem in organising elections. A new approach is
needed so that this practice can disappear, namely forming a community legal culture.
This research uses empirical research, uses primary data and is analysed qualitatively.
This research found that in tackling the act of money politics, it cannot only rely on a
repressive penal approach, it is necessary to strengthen the preventive non-penal
approach, so that people will be aware and care about the importance of living in
democracy without the act of money politics that violates formal law in Indonesia. The
clean election guard team is one of the movements to form an anti-money politics culture
in the community. The obstacles faced are focused on the issues of limited time, costs,
human resources, and the shifting patterns of money politics modes in the 2024 elections.
Keywords: non-legal policies; legal culture; money politics.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan suatu cara untuk dapat memilih pemimpin baik pada
ranah legislatif maupun eksekutif di Indonesia, selain itu pemilihan umum merupakan
pembatasan kekuasaan pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya, sehingga
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pemilihan umum merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pembangunan
nasional.(Ramdhani, Hilal; Anggraeni, 2018)

Konstelasi politik selalu memunculkan dinamika, terutama pada saat kampanye
pemilihan umum. Dinamika politik dapat bersifat positif maupun negatif, salah satu aspek
negatif yaitu adanya money politic yang saat ini sudah menjadi rahasia umum di
masyarakat. Hal tersebut dikarenakan uang sangat mempesona bagi masyarakat terkait
dengan perebutan kekuasaan. Aura uang sangat hebat untuk menarik simpati masyarakat
yang secara politik memiliki keterbatasan dalam memahami hakekat politik jangka
Panjang.(Ramdhani, Hilal; Anggraeni, 2018)

Salah satu pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan
Pemilu/Pemilihan diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang adalah
suatu praktek yang mencederai demokrasi. Mirisnya, bagi sebagian besar kontestan
poltik uang yang seakan menjadi syarat wajib untuk menang, dan bagi sebagian besar
Pemilih, politik uang menjadi satu praktek yang wajar dan tidak bisa dihindari. Ya, bangsa
ini sudah sangat permisif terhadap politik uang.(Anggraini, Abram Situmorang,
Situmorang, Zawani, & Ivanna, 2023)

Politik uang dalam pemilu digunakan untuk mempengaruhi masyarakat guna
memilih mereka dengan imbalan berupa uang maupun barang. Perbuatan yang tak sesuai
ketentuan perundangundangan. Money politic ialah “upaya mempengaruhi perilaku
pemilih agar memilih calon tertentu dengan imbalan materi. Praktiknya biasa dilakukan
beberapa hari menjelang jadwal pelaksanaan pemilu, saat malam atau pagi hari hingga
dikenal juga dengan serangan fajar.(Paseki, Pinasang, & Hironimus, 2024)

Dalam konteks nasional, politik uang telah menjadi persoalan yang sangat serius.
Menurut survei pasca-pencoblosan (exit poll) Indikator Politik Indonesia, mayoritas atau
49,6% responden pemilih Pemilu 2024 menilai politik uang bukan hal yang wajar dan
tidak dapat diterima. Namun, persentase tersebut turun drastis dibanding pemilu
sebelumnya. "Mereka yang mengatakan politik uang bukan sesuatu yang bisa diterima,
artinya tidak wajar dilakukan oleh capres-cawapres atau timsesnya itu, di Pemilu 2019
ada 67%, sekarang tinggal 49,6%," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin
Muhtadi dalam paparan surveinya secara daring. Mereka juga menemukan, pada Pemilu
2024 ada 46,9% responden yang menyatakan politik uang bisa diterima sebagai hal yang
wajar. Proporsinya naik pesat dibanding Pemilu 2019 yang hanya 32%. Dari kelompoak
responden yang mewajarkan politik uang, mayoritas atau 48,4% mengaku akan
menerima uang tersebut, tetapi memilih calon sesuai hati nurani.(Muhammad, 2024)

Banyak penelitian yang terdahulu menemukan bahwa politik uang berbahaya
terhadap kehidupan demokrasi. Bahkan, banyak pula yang pesimis untuk memberantas
praktik ini. Politik uang menjadi musuh terbesar demokrasi karena meruntuhkan sendi
sirkulasi kepemimpinan dan mencemari daulat rakyat.(Wardhana, 2020) Konsekuensi
negatif dari money politics dapat berlangsung lama karena kampanye pemilu yang rusak
(demokratisasi) akibat politik uang akan menyediakan panggung bagi tata kelola oleh
praktik korupsi.(Chandra & Ghafur, 2020) demokrasi butuh partisipasi, namun tidak
dikoersi oleh paksaan yang hard (seperti tekanan fisik dan intimidasi) maupun paksaan
yag soft (semisal mobilisasi dengan politik uang) yang justru merusak sendi
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demokrasi.(Halili, 2009) Hampir semua ilmuwan politik sepakat bahwa politik uang
adalah fenomena berbahaya dan buruk bagi demokrasi, karena bisa mengaburkan prinsip
kejujuran dan keadilan dalam pemilihan. Maraknya politik uang dalam berbagai
pemilihan di Indonesia telah memberikan penilaian yang buruk terhadap proses
demokrasi di negeri ini.(Kurniawan & Hermawan, 2019) Pada titik inilah dapat dilihat
politik uang sangat menjatuhkan marwah negara demokrasi.

Namun, secara komparatif, riset ini mempunyai perbedaan dengan riset sebelumnya.
Sehingga, memunculkan novelty yang akan dibahas dalam artikel ini. Pertama, lokasi
penelitian terletak di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam. Sasaran difokuskan
pada Kec. Tanjung Raya. Dengan berbedanya wilayah penelitian ini, maka dapat dilihat
perbedaan fenomena politik uang secara empiris. Kedua, riset sebelumnya cenderung
mendekati persoalan menggunakan aspek normatif, namun pada riset ini digunakan
pendekatan empiris, khususnya budaya hukum. Ketiga, Permasalahan penegakan ukum
terhadap tindakan money politic menandakan adanya kekurangan dari penegakan
hukum pidana, sehingga perlu adanya pendekatan hukum yang bersifat preventif yang
bertujuan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial budaya tertentu, namun secara tidak
langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Hal tersebut menandakan bahwa untuk menghilangkan tindakan money politic
seharusnya kebijakan non penal lebih diutamakan daripada kebijakan penal yang bersifat
represif. Persoalan yang hendak dibahas adalah bagaimana Kebijakan Non Hukum untuk
membentuk budaya anti politik uang dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan
kebijakan ini. Studi empiris ini difokuskan pada wilayah Agam, khususnya di Kec. Tanjung
Raya. Asumsinya, budaya klientelisme-patriakisme-patronase elektoral adalah akar
terjadinya praktik politik uang. Masyarakat kian permisif terhadap hal ini, sehingga untuk
meretas hal ini, maka pendekatan non hukum melalui kejaran sosialisasi, pelatihan, dan
FGD informal dalam rangka(membangun budaya) adalah kunci utamanya.(Aspinall,
2014). Berkaitan dengan hal itu, di wilayah penelitian ditemukan pengawalan pemilu
bersih yang diinisiasi oleh Fakultas Hukum UM Sumatera Barat telah menjadi sebuah
“gerakan” untuk membentuk budaya anti politik uang pada pemilu 2024. Pemantauan ini
melibatkan mahasiswa beserta dosen pembimbing yang bernama Tim Kawal Pemilu
Bersih Kelompk 23 (Tim Kaliber 23).

Metode Penelitian

Riset ini menggunakan jenis penelitian empiris.(Muhdlor, 2012; Rato, 2013; Tan, 2021)
Sehingga, data yang dipakai dalam analisis menggunakan jenis data primer.(Nurhayati,
Ifrani, & Said, 2021) . Sedangkan data sekunder berupa regulasi dan produk turunannya
digunakan sebagai bahan sandingan untuk analisis ketentuan dan praktik dilapangan.
Sumber data didapatkan langsung dengan wawancara semi terstruktur dan kuesioner.
Teknis analisis menggunakan analisis kualitatif. Sasaran/lokasi penelitian di Kec. Tanjung
Raya, Kab.Agam, Prov. Sumatera Barat.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kebijakan Non Hukum Untuk Membentuk Budaya Anti Politik Uang Pada
Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam



Istilah politik uang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena politik
yang berkenaan dengan penggunaan uang atau barang dalam pelaksanaan pemilihan
umum. Pemilih diharapkan lebih memilih kandidat tertentu dengan pemberian uang atau
barang, dibandingkan dengan melihat indikator lain seperti kredibilitas, kepribadian, dan
pengalaman kandidat calon dalam politik. Pemilu di Amerika Serikat sering terlihat dalam
konteks kampanye sejumlah donor menyumbangkan sejumlah besar uang ke partai
politik tertentu atau calon presiden atau calon gubernur untuk melindungi kepentingan
bisnis para donor. Di Filipina, politik uang dapat didefinisikan sebagai penggunaan uang
atau kompensasi dalam kegiatan pembelian suara secara langsung untuk mempengaruhi
suara pemilih dan mendukung kandidat yang menyumbangkan dana.(Kurniawan &
Hermawan, 2019)

Dalam konteks pemilihan, ada empat lingkaran politik uang. Pertama, transaksi
antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan calon kepala daerah. Kedua, transaksi antara
calon kepala daerah dengan partai politik yang memiliki hak untuk mencalonkan. Praktik
ini dirangkum oleh Buehler dan Tan sebagai "partai-partai yang menggerogoti uang dari
calon-calon”. Ketiga, transaksi antara kandidat dan tim kampanye dengan petugas pemilu
yang memiliki wewenang untuk menghitung suara. Tujuannya adalah untuk
menambahkan suara melalui cara yang tidak sah. Keempat, transaksi antara calon atau
pemilih dengan tim kampanye membentuk pembelian yang masuk akal. Para kandidat
calon membagikan uang langsung kepada calon pemilih dengan harapan mendapatkan
suara instan.(Amatahir, 2023) Untuk itu, diperlukan strategi non hukum agar praktik
politik uang bisa diberantas.

Di wilayah penelitian, potensi terjadinya politik uang dalam pemilu 2024 tetap
menjadi persoalan. Kabupaten Agam terletak di Provinsi Sumatera Barat, sebuah wilayah
dengan keragaman budaya, etnis, dan sosial yang kaya. Sebagai bagian dari demokrasi,
pemilu menjadi momen krusial yang menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan
negara, termasuk di tingkat lokal seperti di Kecamatan Tanjung Raya.Data menunjukkan
bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu di wilayah ini masih memiliki tantangan
tersendiri. Faktor-faktor seperti minimnya pemahaman akan pentingnya pemiluy,
tingginya tingkat ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu, serta adanya potensi
pelanggaran dan kecurangan menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan secara
serius.

Permasalahan mengenai money politic yang terjadi saat ini menandakan perlu
adanya pendekatan yang bertujuan untuk menghilangkan tindakan money politic melalui
jalur non penal. Hal tersebut dikarenakan, keterbatasan upaya penal yang kurang efektif
dalam aspek pencegahan, maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak
hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan sarana-sarana atau kebijakan
yang bersifat non penal. Oleh karena itu, strategi non hukum harus dilakukan, agar
praktik politik uang dapat dihilangkan. Pelaksanaan kebijakan non hukum itu ditemukan
antara lain.

Pertama, Audensi dengan Penyelenggara Pemilu. Pada tanggal 15 Januari 2024,
dilakukan audiensi dengan Bawaslu Agam. Audiensi ini bertujuan untuk menjalin
kerjasama dan koordinasi terkait pemantauan Pemilu 2024. Kelompok mahasiswa (tim
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Kawal Pemilu Bersih) mendatangi kantor Bawaslu Agam dan bertemu dengan para
komisioner Bawaslu. Dalam pertemuan tersebut, Tim kawal pemilu menyampaikan
komitmennya untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024
Bawaslu menyambut baik kerjasama yang ditawarkan. Kedua belah pihak sepakat untuk
saling bertukar informasi dan data terkait potensi pelanggaran pemilu. Bawaslu juga akan
memberikan pelatihan kepada tim kawal pemilu terkait teknik pemantauan pemilu.Hasil
dari audiensi ini adalah terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara. Kerjasama ini
diharapkan dapat membantu Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024 agar
berjalan dengan jujur dan adil.(Wawancara, 2024)

Kedua, Pada tanggal 31 Januari 2024, Tim Kaliber 23 mengadakan kegiatan
Sosialisasi di Tanjung Raya. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan dan
menyadarkan masyarakat tentang bahayanya politik uang.Tim Kaliber 23 mendatangi
masyarakat di Tanjung Raya dan memberikan penjelasan tentang dampak negatif politik
uang. Politik uang dapat merusak demokrasi dan menyebabkan terpilihnya pemimpin
yang tidak kompeten. Tim Kaliber 23 juga mengajak masyarakat untuk menolak politik
uang dan melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan pelanggaran. Sosialisasi ini
berjalan dengan lancar dan disambut antusias oleh masyarakat. Masyarakat Tanjung Raya
memahami bahaya politik uang dan berjanji untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya Tim Kaliber 23 untuk menciptakan
Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
bahaya politik uang, diharapkan Pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang
berkualitas dan berintegritas.(Wawancara, 2024)

Ketiga, Pada tanggal 2 Februari 2024, Tim Kaliber 23 mengadakan kegiatan
deklarasi pemilu bersih bersama Caleg Provinsi (Nasdem) Sufry Salam Iman Majolelo di
Nagari Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin
kerjasama dalam pemantauan pemilu 2024. Tim Kaliber 23 mengundang Sufry Salam
Iman Majolelo ke Nagari Paninjauan dan kegiatannya berjalan dengan lancer. Berikutnya
Sosialisasi Ke Kampung Jambak, Nagari Paninjauan, pemasangan spanduk sebagai media
kampanye tolak politik uang, pemantauan Rekapitulasi Suara serta Pada tanggal 9 Maret
2024, Tim Kaliber 23 mengunjungi Bawaslu Agam untuk mengkonfirmasi tindak lanjut
hasil kajian awal laporan dugaan pelanggaran pemilu di Kecamatan Tanjung Raya. Tim
Kaliber 23 meninjau laporan dan mendapat informasi bahwa berdasarkan hasil kajian
Bawaslu Agam, tidak ditemukan unsur pelanggaran dalam laporan tersebut. Tim Kaliber
23 juga menerima daftar temuan dan rekomendasi dari Bawaslu Agam terkait
penyelenggaraan pemilu di Kecamatan Tanjung Raya.(Wawancara, 2024)

Dalam teori penegakan hukum, aspek budaya hukum menjadi sangat penting.
Keseluruahn kegiatan dari tim kawal pemilu tersebut berupaya membentuk budaya
hukum- agar masyarakat paham terhadap efek negatif dari politik uang. dalam
mengoptimalkan pendekatan non penal perlu adanya dukungan dari lembaga pendidikan
baik formal, informal dan non formal, karena dengan cara tersebut masyarakat Indonesia
akan mengetahui tindakan yang melanggar hukum atau sesuai dengan hukum. Selain itu
perlu adanya dukungan yang masih dari masyarakat untuk senantiasa fokus pada jangka



panjang, bukan pada jangka pendek, sehingga masyarakat akan sadar betapa pentingnya
pemilihan umum bagi keberlangsungan bernegara.(Simbolon, 2020)

Pembentukan budaya ini berkorelasi terhadap munculnya modal sosial kultural.
Modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme kultural seperti agama,
tradisi, atau kebiasaan sejarah. Modal sosial dibutuhkan untuk menciptakan jenis
komunitas moral yang tidak bisa diperoleh seperti dalam kasus bentuk-bentuk human
capital. Akuisisi modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral
sebuah komunitas dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebajikan-kebajikan.
Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai
dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian
anggotanya. Politik uang yang terjadi dalam pemilu dan pilkada disebabkan oleh
pemahaman para pemilih yang belum jelas. Politik uang juga terjadi karena pembelian
suara dipahami secara berbeda oleh aktor politik. Kebiasaan kandidat calon memberi
hadiah atau cinderamata dianggap sebagai bentuk sopan santun-budaya Indonesia.
Kemudian turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum, partai
politik dan kandidat calon mendorong para pemilih (voters) menjadi apatis terhadap
proses politik.

Tanggapan masyarakat terhadap Program Kawal Pemilu Bersih di Kecamatan

Tanjung Raya sangat positif. Mereka mengapresiasi inisiatif tersebut karena bertujuan
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Dengan adanya
program ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu akan
meningkat, serta pemilu yang berkualitas dapat terwujud. Antusiasme masyarakat untuk
berpartisipasi dalam program ini sangat besar, dan mereka siap untuk membantu
mengawasi jalannya pemilu. Selain itu, terdapat harapan bahwa program ini dapat
berjalan secara efektif dan efisien. Masyarakat berharap agar penyelenggara pemilu
bersikap transparan dan terbuka dalam menjalankan program ini, serta meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam proses pemilu secara keseluruhan.(Wawancara, 2024)

Kendala Pelaksanaan Kebijakan Non Hukum Untuk Membentuk Budaya Anti Politik Uang
Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam

Politik uang telah menjadi masalah yang meresahkan dalam konteks demokrasi dan
pemilihan umum di Indonesia. Masyarakat yang semakin apatis terhadap sistem
demokrasi dan proses pemilu cenderung menjadi korban yang rentan terhadap praktik
politik uang. Salah satu tantangan utama dalam menghadapi politik uang adalah kesulitan
dalam menemukan bukti yang kuat terkait dengan pelanggaran tersebut.

Seringkali, praktek politik uang dilakukan dengan cara yang bersifat rahasia dan sulit
untuk diungkap secara langsung. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang
bahaya politik uang juga menjadi faktor pendukung bagi kelangsungan praktik tersebut.
Tanpa pemahaman yang memadai tentang dampak negatif politik uang terhadap
integritas demokrasi, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap manipulasi dan
penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik. Oleh karena itu, upaya untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan mengembangkan



mekanisme yang lebih efektif untuk mendeteksi serta menindak pelanggaran politik uang
sangatlah penting dalam memperkuat proses demokrasi di Indonesia.

Tim Kaliber 23 menghadapi tantangan serius dalam melakukan pemantauan di
seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena keterbatasan sumber daya manusia dan
dana. Meskipun kami memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan keberlangsungan
proses demokrasi yang adil dan transparan, kami terbatas dalam hal jumlah personel
yang tersedia dan anggaran yang dapat kami alokasikan. Keterbatasan ini menyulitkan
kami untuk memberikan cakupan yang luas dalam pemantauan di setiap TPS, sehingga
meninggalkan celah untuk potensi pelanggaran atau ketidakberesan.

Tanpa dukungan yang memadai dari peralatan dan teknologi modern, efektivitas
kami dalam mengumpulkan informasi dan melacak aktivitas di lapangan dapat terbatas,
meningkatkan risiko ketidakmampuan untuk mendeteksi dan merespons secara tepat
waktu terhadap masalah yang muncul. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk
mempertimbangkan alokasi sumber daya yang lebih besar serta investasi dalam
peralatan dan teknologi yang diperlukan guna mendukung upaya pemantauan
demokratis yang lebih efektif dan komprehensif.

Kesadaran masyarakat di Kecamatan Tanjung Raya tentang pentingnya pemilu yang
bersih dan adil masih tergolong rendah. Meskipun pemilu merupakan salah satu pilar
utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan mereka untuk memilih pemimpin
serta menentukan arah kebijakan negara, banyak dari mereka masih belum sepenuhnya
menyadari signifikansi proses ini. Sikap apatis juga menjadi kendala yang signifikan di
kalangan masyarakat, karena sebagian dari mereka merasa bahwa politik uang adalah hal
yang lumrah dan bahkan membantu mereka secara langsung. Pandangan ini
mengakibatkan kurangnya keinginan untuk terlibat secara aktif dalam proses pemilu
yang bersih dan adil, serta memperkuat sikap pasif terhadap masalah politik yang lebih
luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil, serta mengubah persepsi
mereka terhadap politik uang agar dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dan
bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

KESIMPULAN

Pemilihan umum erat kaitannya dengan tindakan money politic yang dakibatkan
pengawas yang lemah dari penegak hukum, keadaan masyarakat yang menganggap
bahwa tindakan money politic adalah suatu hal yang wajar, Dalam menanggulangi
tindakan money politic tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan penal yang bersifat
represif, perlu adanya penguatan terhadap pendekatan non penal yang bersifat preventif,
sehingga masyarakat akan sadar dan peduli mengenai pentingnya hidup berdemokrasi
tanpa adanya tindakan money politic yang melanggar hukum formil di Indonesia.
Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu politik uang masih bias terjadi karena dalam
perkembangannya modusnya bergeser, adanya hambatan teknis, tingkat kesadaran, dan
keterbatasan waktu.
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